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LEMBARAN DAERAH

PRONPINSI DAERAH TINGKAT | SUMATERA UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 1994 SERI D NOMOR 2 .

PZRATURAL DATRAH PROPINSI DAERAH
TIHGKAT I SUMATERA UTARA
KOMOR 9 TAHUW 1992
TENTANG
PENERINAAL SUJZANGAW PIHAK KSTIGA KEPADA PENERINTAH
PROPINSI DAZRAE TINGKAT I SUMATERA UTARA
__ DENGAN ZAMMAT TUHAY YANG WAHA ESA
GUBERWUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

lienimbang : a. bahwa dalam rengka upays untuk mening
katkan pelaksanean pembangunan di Da-
erah, perlu peningkatan prakarsa pe-
ran serta dan pengerahan dans, baik
dari sektor Pemerintah maupun sektor
masyarakat;

b. bahwa untuk mengatur serta menertipkan
dan mengarahkan pemamfaatan Sumbangan
Pihak Ketiga, perlu menetapkan Peratur
an Daerah Tingxkat I Sumatera Utara.

Mengingat : 1. Undang-undang Ilomor 5 Tahun 1974 ten-
tang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 195G ten
tang Pembentukan Daerah Otonom Propin
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si Aceh dan Perubahan Peraturan Pem-

_bentukan Propinsi Sumatera Utara jo
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah Pro-
pinsi;

3, Peraturan Pemerintah Nomor 5 .. Tahun
1975 tentang Pengurusan, pertanggung
jawaban dan Pengawasan Keuangang Da-
erah;

4. Persturan Pemerintah Nomor 6  Tahun
1975 tentang Cara Penyusunan anggar-
an Pendapatan dan Belanja Daerah, Pe
laksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
rendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan ilenteri Dalam Negeri Nomor

14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peratur
an Daerah; , -

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sum-
bangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Ba-
_rang Milik Pemerintah Daerah;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara.
‘ MNEMUTUSKATN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TING
KAT I SUMATERA UTARA TENTANG PENERINA
Al SUNMBANGAN PIHAXK KETIGA KEPADA PEME
RINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMA
TERA UTARA.

BAB 1
KRTBNTUAN UNUM

, Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera
Utara; '
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(1)
(2)

(3

Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Da

erah Tingkat I Sumatera Utara;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Sumatera Utarsa;

Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian Pihak Ke
tiga baik berupa uang atau yang disamakan dengan
uang maupun barang, baik bergerak maupun tidak
bergerak kepada Pemerintah Propinsi Daerah Ting-
kat I Sumatera Utara, secara ikhlas serta sukare
la, tidek mengikat dan perolehannya oleh pihak ke
tige tidak bertentangan dengan Peraturan Perun -
dang-undangen yang berlsasku;

Pihak Ketiga adalah setiap orang atau Badan Hukum
yang memberikar sumbangan;

Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Daerah Pro
pinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

BAB II
PERERINMAAY SUWBANGAN
Pasel 2

Daerah dapat menerima Sumbangan dari Pihak Ketl
g&.

Sumbangan seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal
in dapat berupa hadiah, donasi, wakaf, hibah dan
atau lain-lain sumbangan yang serupe dengan itu
Pemberian Sumbangan sebagaimaens dimeksud .dalam
ayat (1) pasal ini, tidak mengurangi kewajiban-
kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepads

Negara maupun Daerah, seperti pembayaran Pajak
dan Kewajiban-kewajipen lainnya menurut peratur

an perundang-undangan yang berlaku.

BAR III
KBTENTUAN PERSEBTUJUAN
Pasal 3

Sumbangan Pihak Ketiga Kepade Daerah sebagaiman 4di-
maksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini harus ter-
lebih dahulu memperoleh persetujuan dari Dewan Per=-
wakilan Rekyat Daersah,
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(1)

hak Ketiga kepada Daerah sebagaimana dimeksud d&

(2)

(3)

oy

(2)

BA B IV
PENGELOLAAN
Pasel 4

Gubernur Kepale Daerah menunjuk instansi/unit ker
ja yang menyelenggarakan penerimaan Sumbangan L

lam pasal 2 Peraturan Daerah ini.

Semua hesil penerimaan Sumbangan sebagaimana di-

maksud dalam ayat (1) pasal ini yang berbentuk u
ang dan ateu yang disamakan dengan uang, sepenuh
nys disetorkan ke Kas Daerah.,

Setiap penerimasan Sumbangan Pihak Ketiga berupa

barang, langsung diikuti penyerahannya dan dica-
tat dalam Daftar Inventaris barang Pemerintah Da
erah. '

Pasal 5

Hasil Penerimaan Sumbangan Pihak Ketige sebagail-
mane dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan
Daerah ini, harus dicantumkan dalam Anggaran Pen
dapatan dan Belanjz Daersh. '

Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Daerah se-
bagaimane dimaksud dalam Peraturan Daerah ini,ha

- rus dipergunakan untuk kepentingan Daerah, . khu-

(3)

susnya untuk Pembangunan Daerah.
Barang bergerak maupul tidak bergefak yang bera-

‘sel dari Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dalam

[

Peraturan Daerah ini, menjadl kekayaan Daerah.

BRAB V
PENGAWASANT
Pasal 6

Pengawasan atas pelaksanaan peraturan Daerah ini, di
laksanakan oleh Gubernur KepalaDaerah atau pejabat

yang ditunjuk.
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KRTENFUAN PERALTHAN -
Pasal 7
Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Daerah sg

belum berlaku Peraturan Daerah ini, dianggap te
lah diterima berdasarkan Peraturan Daerah ini.”

B A B VII
KETENTUAL _PENUTUP
rasal 8
Hal-hal yeng belu diatur dalam Peraturan Daerah ini,

akan distur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah
sepanjang mengenai Pelaksanaannysa.

, , Pasal 9
Peraturan Daerah ini berlaku pade tanggal diundangkan.

O

Agar setiap orang dapat mengetahuinysa, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan
nya dalam Lembaran Daerah.

lledan, 23 liopember 1332,-

GUBERNUR KEPALA DAZRAE
Dewan Perwakilan Rakyat TINGKAT I SUWATERA UTARA
Daerah Propinsi Desral o )

Tingkat I Sumatera ~Utara dto
Eetua RuJA INAL SIREGAR
dto
H., L UDY 01 O Disahkan oleh Lenteri Delam’

Tegeri dengan surat
Diudangkan dalam Lembaran Keputusan.
Daerah Propinsi Daerah Jomor : 972.22-1385

Tingkat I Sumatera Utara
& Tanggal : 30 Nopember 1993

Nomor s 2
Tahun : 1994
Seri : D No. 2

Pada Tanggal : 10-2-1994
Sekretari Wilayah/Daerah

Drs.H.SYARIFUDDIN HARAHAP
PENBINA UTANA
NIP.010023240.~-
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA UTARA

NOMOR 9 TAHUN 1992
TENTATNG

iENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I SUMATERA UTARA

I.UMUN

Dalam rangks upaye untuk meningkatkan pelaksa
naan pembangunan di Daerah, diperlukan peningkat
an prakarsa, peran serta dan pengerahan dana se=
cara optimal, baik yang berasal dari sektor Peme
rintah maupun dari. sektor masyarakat. -
Untuk itu dengan memperhatikan kemampuan Daerah
perlu ditingkatkan pendapatan Daerah, baik mela-
lui upaya pemungutan yang lebih intensif, wajar
dan tertib terhadap sumber-sumber penerimaan yang
adae, maupun melaluli penggalian sumber-sumber pen
dapatan ‘baru; yang tidak bertentangan dengan ke=
pentingan Negara ataupun Daerah dan tetap mempe-
domani ketentuan-ketentuan menurut peraturan Per
undang-undangan yang berlaku. -

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai o
an kenyataan, maka secara resmi,dan sah perlu di

buka kemungkinan penerimaan Sumbangan dari Pihak
Ketiga untuk kepentingan pembangunan Daerah.Ada-
pun Sumbangan tersebut harus bersifat suka rela,
tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Per
aturan Perundang-undangan yang berlaku, baik be=
rupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun

berupa barang, baik bergerak maupun tidak berge-
rak. Yang lebih penting lagi adaleh ketentuan bsh

wae adanys sumbangan tersebut tidak mengurangl ke

.wgjiban~-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan

kepada Negara maupun Daerah, seperti pembayaran
Pajak dan kewajiban-kewajiban lainnyae yang diatur
oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat bahwa sumbangan dimsksud bersifat suka

rela, maka dalam pelaksanaannya tidak herdampak
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ternambatnya laju perkembangan ekonomi Daerah.,

Untuk mencapei dayaguna dan hasilguna dari peneri
maan sumbangen tersebut, meka perlu diatur dengan
Peraturan Daerah yang arahnya sejelan dengan sema
- ngat Otonomi Daersh yang dinamis, nyata dan ber-
' tanggung jawab. Dalam kaitan ini perlu diperhati-
kan ketentuan-ketentuan antara lain :

a., Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975.tentang
Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawas -
- an Keuangan Daerah. :

b. Peraturan lMenteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun,-
1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga
Kgpada,Daerah.f. . .

II. PASAL DEMI PASAL
'~ Pasal 1 | Cukup jelas
Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 : Yang dimeksud dengan Sumbange
an Pihak Ketiga yang harus @
lebih dehulu memperoleh perse
tujuan dari Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah adelah Sumbang-
en yang bernilai Rp. 50.000,
000,08, (lima puluh jute ru-
piah) ke atas, dan yang hilal
fve kurang dari Rp. 50.000 0%,
00,= (lima puluh juta) cukup
denzan Keputusan Gubernur Kee
pala Da-eraho : :

Pasal 4 8/d 9 Cukup jelas.
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